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EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) 

 

aporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 disusun sebagai   

salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program               

dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Di dalamnya 

memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur 

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Inspektorat Jenderal  Tahun 2015 – 2019. 

 

Inspektorat Jenderal telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yang akan 

dicapai dalam tahun 2015. Sasaran Strategis tersebut selanjutnya akan diukur dengan 6 

(enam) Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum 

dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) Indikator Kinerja semuanya dapat memenuhi 

target yang ditetapkan.        

 

Rincian capaian Sasaran Strategis masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut : 

 

No. Sasaran Strategis  
Indikator Kinerja 

 

Target 
2015 

Realisasi 
2015 

Kinerja 
% 

1. 
 

Meningkatnya 
Kinerja 
Pengawasan 
dalam rangka 
mewujudakan 
Clean Governance 

Persentase Kebocoran 
Keuangan Negara 

1 % 0,12 % 188 % 

Persentase Temuan 
Terkait 3E (Efektif, 
Efiien, Ekonomis) 

98 % 66,50 % 132,14 % 

Persentase Temuan 
Terhadap Sistem 
Pengendalian Intern 

99 % 61,02 % 138,36 % 

Persentase Temuan 
Ketidakpatuhan 
terhadap Peraturan 

99 % 57,77 % 141,64 % 

Persentase 
Rekomendasi Hasil 
Audit yang 
ditindaklanjuti 

25 % 33,86 % 135,44 % 

Jumlah Pegawai 
Inspektorat Jenderal 
yang memeiliki 
Sertifikat JFA 

125 Orang 194 Orang 155,20 % 

 

L 
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Secara umum terjadi jumlah penurunan terhadap jumlah temuan, hal ini membuktikan 

keberhasilan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance. Beberapa capaian 

terkait dengan pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Persentase Kebocoran Keuangan Negara pada tahun 2014 berjumlah 0,172% 

sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 0,120%, sehingga terjadi penurunan jumlah 

Kebocoran Keuangan Negara sebesar 0,52% dari tahun sebelumnya;  

2. Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) pada tahun 2014 

berjumlah 600 temuan dan  pada tahun 2015 berjumlah  399 temuan, sehingga 

terjadi penurunan jumlah temuan terkait temuan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) 

sebesar 33,50 % dari tahun sebelumnya; 

3. Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern pada tahun 2014 

berjumlah 1.425 temuan, sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 886 temuan , 

sehingga terjadi penurunan jumlah temuan sebesar 37,82 % dari tahun sebelumnya;  

4. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada 

tahun 2014 berjumlah 1.267 temuan sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 732 

temuan, sehingga jumlah temuan mengalami penurunan sebesar 42,23 % dari tahun 

sebelumnya. 

5. Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti  pada tahun 2014 

berjumlah 25,70 % sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 33,86 % sehingga terjadi 

peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 8,16%;  

6. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA pada tahun 2014 

sebanyak 115 menjadi 194 orang atau mengalami peningkatan sebesar 68,70 % dari 

tahun sebelumnya. 
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

nspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 

serta Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian 

Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, merupakan 

unit kerja yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian 

Perhubungan, Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk 

mengawal, mendorong dan memastikan Kementerian Perhubungan 

melaksanakan tugas dan  fungsi di bidang pengawasan secara efektif dan efisien. 

 

Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern berperan 

melaksanakan pengendalian intern, tujuan pengendalian intern adalah untuk  

melengkapi pengendalian ekstern yang dilaksanakan oleh lembaga lain seperti 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan 

dan Pembangunan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, serta 

Badan maupun Lembaga Lainnya. Salah satu fungsi manajemen, mekanisme 

pengawasan di dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu 

rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik 

dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak 

tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.  

 

Paradigma pengawasan intern yang telah meluas dari sekedar  watchdog  

yang cenderung lebih berfokus pada penemuan penyimpangan ke posisi yang 

lebih luas yaitu efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong 

pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal. 

Paradigma baru pengawasan intern lebih mengedepankan peran sebagai 

konsultan dan katalis.   Sebagai konsultan, pengawas akan melihat bahwa selain 
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sebagai watchdog, juga dapat memberikan saran dalam pengelolaan sumber 

daya organisasi, sedangkan sebagai katalis memberikan saran-saran konstruktif 

dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi. Peran Inspektorat Jenderal 

yang semula sebagai Watchdog yang lebih berorientasi menghukum, instruktif 

serta kurang memberi kesempatan kepada auditi untuk menjelaskan sesuatu 

dirasakan kurang efektif sehingga peran Inspektorat Jenderal sekarang lebih 

diarahkan kepada quality assurance. Peran sebagai konsultan dan katalisator 

yang lebih mengarah kepada penghantar bagi suatu unit kerja untuk 

meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku 

serta lebih memberikan solusi atas masalah dan hambatan yg dihadapi unit kerja 

tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal sebagai instansi 

pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam 

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan 

perencanaan strategis yang ditetapkan. Wujud pertanggungjawaban tersebut 

diwujudkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 yang di 

dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis 

tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama. 

 

  

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Kedudukan, Tugas 

dan Fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : 

 

Kedudukan : 

1. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan; 

2. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. 
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Tugas :  

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di 

lingkungan Kementerian Perhubungan. 

 

Fungsi :  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Inspektorat Jenderal 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan 

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

dan kegiatan pengawasan lainnya; 

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri 

Perhubungan; 

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan. 

 

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari : 

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 

a. Bagian Perencanaan 

b. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha 

c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

d. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit 

2. Inspektorat I 

a. Subbagian Tata Usaha 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 

3. Inspektorat II 

a. Subbagian Tata Usaha 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 
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4. Inspektorat III 

a. Subbagian Tata Usaha 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 

5. Inspektorat IV 

a. Subbagian Tata Usaha 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 

6. Inspektorat V. 

a. Subbagian Tata Usaha 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 
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STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal dapat disajikan dalam gambar sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN 
PERENCANAAN 

 

BAGIAN 
KEPEGAWAIAN, 

HUKUM & TU 
 

BAGIAN KEUANGAN 
DAN 

PERLENGKAPAN 
 

BAGIAN ANALISA DAN 
TINDAK LANJUT 

LAPORAN HASIL AUDIT 

INSPEKTORAT JENDERAL 
 

 
 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
 

SEKRETARIAT  
INSPEKTORAT JENDERAL 

 

SUBBAGIAN 
PROGRAM DAN 

ANGGARAN 
 

SUBBAGIAN 
DATA DAN 
EVALUASI 

 

SUBBAGIAN 
KEPEGAWAIAN & 

ORGANISASI 
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SUBBAGIAN 
PEMBIAYAAN DAN 
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SUBBAGIAN     
PERLENGKAPAN & 

UMUM 
 

SUBBAGIAN ANALISA 
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SUBBAGIAN ANALISA 
DAN TINDAK LANJUT 

LHA II 
  

INSPEKTORAT IV 
 

 
 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

 

INSPEKTORAT II 
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Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas :  

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran 

pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta 

pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat 

Jenderal; 

2. Penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan 

hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan persuratan 

dan kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan Reformasi Birokrasi di 

lingkungan Inspektorat Jenderal; 

3. Penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan 

laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang 

Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat 

Jenderal; 

4. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit 

serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; dan 

5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. 

 

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, 

evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi 

di lingkungan Inspektorat Jenderal. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan 

pengawasan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui 

kegiatan pembinaan dan koordinasi; dan 

2. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyiapan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyiapan bahan pelaksanaan 

pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyiapan 

bahan pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat 

Jenderal. 
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